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ABSTRAK 

Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak menimbulkan korban, meninggal dunia 

maka bagi pelaku bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian 

dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Penerapan tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan 

permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder 

dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah 

data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami Hambatan kepolisian dalam 

melakukan diskresi dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya 

nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak adalah terdapat pilihan sanksi antara 

kurungan dan denda. 
 

Kata Kunci:  Diskresi, Lalu Lintas, Anak. 

 

ABSTRACT 

 

The occurrence of traffic accidents causes many victims, death, so the perpetrator 

can be charged with murder due to negligence or negligence in driving a 

motorized vehicle. The application is regulated in Law No. 22 of 2009 concerning 

Road Traffic and Transportation. The research conducted is normative research, 

namely research that uses statutory regulations as the basis for solving the 

problems raised. The data used is secondary data and the data collection method 

used in this research is library research. Analysis of the data used is qualitative 

data.  Based on the results of the study, it is understood that the police's obstacle 

in exercising discretion in traffic crimes that result in the loss of other people's 

lives committed by children is that there is a choice of sanctions between 

imprisonment and fines. 
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PENDAHULUAN 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu 

mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal baik secara pisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi 

penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. 

Kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari 

berbagai bentuk kekerasan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan 

memperoleh pendidikan yang wajar bahkan di dalam mempertanggungjawabkan 

perbuatan melawan hukum masih banyak anak diperlakukan dengan tidak wajar. 

Bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai sistem 

peradilan dan catur penegak hukum. Dalam komponen peradilan yang cukup 

urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu 

sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem peradilan pidana kepolisian dalam 

memainkan peranannya memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan 

komponen sistem peradilan pidana lainnya.   

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara 

lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik 

Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik 

serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 

Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik 

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada dasarnya Kepolisian 

negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 

bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya 

ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat 
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dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi 

pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung 

tinggi hak azasi manusia. Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidan penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta 

pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya 

hukum. 

Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara, ternyata 

fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif 

dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga 

mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat 

pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan 

sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan 

kompetensi pengadilan. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sebuah Institusi besar di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah semestinya senantiasa berbenah 

menuju Polri yang profesional, bermoral, dan mandiri. Paradigma berpikir dan 

bertindak Polri yang pada masa lalu cenderung sebagai alat penguasa atau alat 

bagi kepentingan tertentu, saat ini telah bergeser menuju kearah pengabdian yang 

tulus dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Perubahan ini 

telah membawa berbagai implikasi yang mendasar.  

Salah satu perubahan yang muncul yaitu Perumusan kembali peran Polri 

sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang menetapkan bahwa Polri sebagai pemelihara kamtibmas, 

penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 

Pelaksanaan peran tersebut, Polri tidak hanya berkiblat pada hukum dan 

perundang-undangan nasional, tetapi juga mengikuti prinsip-prinsip universal 

yang berlaku dalam perpolisian internasional. 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis 

penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan 
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menganalisis hukum, peraturan perundang-undanan, kitab undang-undang 

maupun putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim melalui proses 

pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial process) atau yang 

sering disebut dengan penelitian doktinal. 

Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan 

mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan cara 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca, mempelajari 

dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber 

lain. 

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, 

maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, 

menelaah, menjelaskan serta menganalisa diskresi kepolisian dalam 

menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dihubungkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan 

suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya. 

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-

peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap 

tersangka dalam  proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan serta 

meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut 

dalam hubungannya dengan diskresi kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan 

hilangnya nyawa orang lain. 

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu 

proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan 

mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk 

pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat 

menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka 
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menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum 

secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak 

tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann 

hukum dan penarikan kesimpulan.  

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan 

penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu 

dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan 

permasalahan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan mengenai pengertian kecelakaan lalu 

lintas, yaitu kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak 

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu 

lintas dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kelalaian pengguna jalan, 

ketidak layakan kendaraan, ketidaklayakan jalan atau infrastruktur, dan 

iklim/lingkungan. 

Salah satu asas hukum yang dikenal adalah lex specialis derogat legi 

generalis, menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan 

hukum yang bersifat umum, inilah yang menjadi dasar kecelakaan lalu lintas 

dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan atau tindak pidana khusus karena 

diatur di dalam suatu bentuk hukum perundang-undangan diluar Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. 

Kecelakaan dapat dinyatakan dalam bentuk tindak pidana karena diatur ketentuan 

pidananya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 
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Berdasarkan Ketentuan Pasal 310, Pengemudi kendaraan bermotor yang 

karena  kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas ringan diancam pidana 

penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang 

diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan 

lalu lintas berat maka ancaman hukuman pidana penjara mencapai maksimal 5 

tahun penjara dan jika korbannya mengalami kematian maka diancam dengan 

hukuman pidana penjara 6 tahun. 

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan atas dua faktor yaitu 

kesengajaan dan kelalaian. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor 

kesengajaan maka ancaman pidana yang dapat diberikan menjadi dua kali lipat 

dari ketentuan yang telah ada mengenai masing-masing jenis kecelakaan yang 

disebabkan oleh kelalaian. 

Kepolisian adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan 

hukum. Selain itu kepolisian juga dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa 

penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman 

dan pelayanan kepada masyarakat. 

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan 

permasalahan lalu lintas baik yang bersifat prefentif maupun represif. Kepolisian 

dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum 

pidana lalu lintas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan memberikan peneguhan kepada aparat kepolisian 

sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling luas dibanding 

lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di 

jalan raya. 

Penyelesaiannya secara Alternatife Dispute Resolution (ADR), yakni 

penyelesaian dengan menggunakan mediasi yang mempertemukan antara 

tersangka dengan korban di mana korban memberikan sejumlah ganti kerugian 

material kepada korban. Penyelesaian kasus kecelakaan lebih diarahkan kepada 

Alternatife Dispute Resolution (ADR), mengingat masa depan dan kondisi 

psikologis anak di masa mendatang. 
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Pelaksanaan peradilan restorative dapat dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan seperti mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok 

keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik korban maupun 

pelaku. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa dari tahun 2019-

2021 yang terdapat kasus kecelakaan yang pelakunya anak sejumlah 49 kasus dan 

diselesaikan melalui Alternatife Dispute Resolution (ADR) yang dilakukan oleh 

Satlantas Polres Deli Serdang sebanyak 25 kasus dalam menangani perkara anak 

sebagai pelaku kecelakaan laka lantas merupakan implementasi dari model 

peradilan restorative justice. 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi 

meskipun perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak 

di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.Untuk 

itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan 

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Di sini 

berlaku apa yang di sebut atas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”( keine strafe ohne 

schhuld atau geen straf zonder schuld )atau Nulla Poena Sine Culpa ( “Culpa” di 

sini dalam arti luas meliputi kesengajaan). 

Berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ dapat disimpulkan bahwa apabila 

kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau 

meninggal dunia ancaman pidananya sudah tertera sangat jelas sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski UU LLAJ telah diterapkan sampai 

dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap 

terjadi.  

Kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan 

cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara 

kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena masih banyak orang-orang 

mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya 

jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan 

oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang 

sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. 
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Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan 

sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam 

konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki 

oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhaan karena 

kealpaan atau kelalaian. Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelaian 

itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang 

yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi 

karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. 

Jadi, pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi 

masuk dalam unsur kelalaian. 

Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung 

jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. 

Berhati- hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi 

sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum 

berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. 

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU LLAJ adalah suatu 

peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan 

dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia 

dan/atau kerugian harta benda.  berdasarkan pengertian kecelakaan lalu lintas 

tersebut mengidentifikasikan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah 

peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja, oleh karena adanya unsur tidak 

diduga dan tidak disengaja, maka dapat diartikan dengan kelalaian (kealpaan – 

culpa). 

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan 

korbanya meninggal dunia diatur dalam KUHP Buku Kedua tentang Kejahatan 

Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa karena 

kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”. 

Menentukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, 

maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan 

sengaja (dolus) atau kelalaian/ Kealpaan (culpa). Dalam lapangan hukum pidana, 
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unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur 

yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila 

didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau 

biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau 

meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. 

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk 

melakukan kejahatan tertentu. Berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan 

yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian 

menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan willens en wetens yaitu 

seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah 

memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan 

memenuhi unsur wettens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia 

perbuat.  

Dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka 

dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak 

membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari 

perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari 

dilakukannya perbuatan itu. Unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui 

dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas 

secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk 

dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam 

pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat 

dipertanggung jawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan 

keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar 

hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.  

Unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian 

atau kelapaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai 

kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan kealpaan disadari atau 

bewuste schuld. Unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga 

terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. 



 P a g e  | 266  

 

 

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  

Published : 7-09-2022, Page: 257-268 

 

 

Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini 

dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan 

perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan 

hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan 

dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak 

menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak 

melakukan perbuatan itu sama sekali.  

 

KESIMPULAN 

Pengaturan diskresi tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan 

hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak memiliki dasar hukum 

sebagaimana terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.  Pelaksanaan diskresi Kepolisian 

dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain 

yang dilakukan oleh anak adalah dengan penerapan model restorative justice 

terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Hambatan kepolisian dalam 

melakukan diskresi dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya 

nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak adalah terdapat pilihan sanksi antara 

kurungan dan denda. Masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada 

khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga 

tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar dan polisi yang dianggap musuh 

oleh anak-anak di bawah umur karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

tentang undang-undang yang berlaku di jalan.  
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